MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 82/PUU-X/2012

Tentang

“Hak Pekerja Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Peserta Program Jaminan

Pemohon
Jenis Perkara

Pokok Perkara
Amar Putusan

Sosial atas Tanggungan Pemberi Kerja”

M. Komarudin, dkk

Penguijian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945)

Pengujian Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011 terhadap UUD 1945

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256) UU BPJS yang menyatakan,
“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program
Jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan
sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi
kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya
pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

1.2Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan, “Pemberi
kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program
Jaminan sosial yang diikuti” tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program
jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila
pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan



pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
1.3Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256) selengkapnya harus dibaca,
“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program
jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan
sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi
kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya
pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial’;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Tanggal Putusan : Senin, 15 Oktober 2012.
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, ketiganya berprofesi
sebagai buruh. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya
Pasal 15 ayat (1) UU BPJS.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para
Pemohon adalah pengujian materiilundang-undang, in casu UU BPJS terhadap UUD 1945
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian,
dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Secara konkret
kerugian tersebut diakibatkan karena para Pemohon sebagai pekerja/buruh kehilangan
perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia
karena hak atas jaminan sosial yang terbatasi akibat kewenangan menjadi peserta
jaminan sosial hanya kewenangan pemberi kerja atau perusahaan.Berdasarkan dalil-
dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan Pasal 54 UU MK, oleh karena permasalahan hukum dalam
permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan
relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian
memutus permohonan a quo.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 24/2011 terhadap UUD 1945, Mahkamah
mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (1) UU BPJS
yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

2. Bahwa Pemohon I M. Komarudin dan Pemohon Il Yulianti dalam permohonan
Nomor 70/PUU-IX/2011 mengajukan pengujian materiil Pasal 13 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456, atau UU SJSN) yang redaksinya persis sama
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dengan redaksi Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang dimohonkan pengujian materiil
dalam permohonan a quo atas alasan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD
1945;

3. Bahwa meskipun putusan MK dalam pengujian Undang-Undang berlaku secara
umum (erga omnes) dan Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan “Terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali” dengan pengecualian pada ayat (2) yang
menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda” dan dalam permohonan a quo selain
redaksi pasal yang diuji yakni Pasal 15 ayat (1) UU BPJS sama persis dengan Pasal
13 ayat (1) UU SJISN, demikian pula dengan batu ujinya juga sama yakni Pasal 28H
ayat (3) UUD 1945, akan tetapi karena berada dalam dua Undang-Undang yang
berbeda maka Mahkamah tetap mengadili pokok permohonannya;

4. Bahwa oleh karena materi muatan norma dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS sama
persis dengan materi muatan norma dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, demikian
pula batu ujinya sama yakni Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, maka pertimbangan dan
amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 70/PUUIX/2011 tanggal 8 Agustus
2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat (1) UU SJSN mutatis mutandis menjadi
pertimbangan dan amar putusan a quo;

5. Bahwa dalam paragraf [3.13.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-
IX/2011, Mahkamah antara lain mempertimbangkan,*..Pasal 13 ayat (1) UU SJSN
yang menyatakan, “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai
dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD 1945 dan
oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan
hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan
pemberi kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus
dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, “Pemberi
kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah
nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial”:

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya
dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai
meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program
jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-
nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial;
1.2. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya
dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri
sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila
pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial,

1.3. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan
pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan
pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial’;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



